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ABSTRAK

M RIDHA MAULA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

HIJRA, SECARA LISAN DIMUKA UMUM YANG

2022 DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., tabl., bibl, app.

MUKHLIS, S.H., M.Hum

Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal
315 KUHP berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di
muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama
empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah”. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa sanksi namun masih terdapat
kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan
oleh perempuan, Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam mencegah
terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang
dilakukan oleh perempuan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang
dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library
research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan
untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan
peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh
perempuan yaitu faktor individu perilaku pelaku yang kurang baik, faktor sakit
hati, faktor kurangnya keimanan dan ketagwaan pelaku, faktor balas dendam,
faktor emosi yang tidak stabil. Hambatannya yaitu pelaku dan korban sama-sama
tidak mau mengalah, pelaku dan korban tidak mau saling memaafkan. Upaya yang
dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara
lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan yaitu sosialisasi, memperkuat
keimanan dan ketagwaan, membangun karakter dan kepribadian yang baik.

Disarankan kepada pelaku agar menyadari kesalahan yang dilakukan, dan
meminta maaf kepada korban, dan menyesali semua perbuatannya. Disarankan
kepada Hakim dan Jaksa agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu
berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai
efek jera dan demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial y v dah pasti dalam kehidupan sehari-
hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan
muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain,
karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang
yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan.
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah
milik seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan
hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat),
Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat
secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers
merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi.*

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari
perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan
melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada
pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran
suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain
masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal

pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah

! Halim M, Analisi Laporan Keuangan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, him.2.



kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya
dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan
kejahatan yang berat.

Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat,
dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota
masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan
menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat
dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang
ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut
dilakukan. 2

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah
masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan
dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa:

(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

(2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP menyebutkan bahwa:

2 Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik,
Dictum 3, Jakarta, 2004, him. 17.



(1)Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
dibolenkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312 Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam
hal-hal berikut:
1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna

menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi
kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313 Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan,
jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan
tidak dimajukan.

Pasal 314

(1)Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan
bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak
mungkin.

(2)Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang
dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal
yang dituduhkan tidak benar.

(3)Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang
dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai
mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315 KUHP menyebutkan bahwa: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja
yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap
seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang
itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau
diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah.



Pasal 316 KUHP menyebutkan bahwa: Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal
sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina
adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
Pasal 317 KUHP menyebutkan bahwa:

(1)Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat
tahun,

(2)Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 KUHP menyebutkan bahwa:

(1)Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan
pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.

(2)Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319 KUHP menyebutkan bahwa:Penghinaan yang diancam dengan pidana
menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena
kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320 KUHP menyebutkan bahwa:

(1)Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang
kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran
tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2)Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang
keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang
sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (isteri)
nya.

(3)Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain
daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.



Pasal 321 KUHP menyebutkan bahwa:

(1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg
sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau
gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

(2)Jika Yang bersalah rnelakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan
pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka
dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersehut.

(3)Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang
ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. Bab XVII -
Membuka Rahasia

Dan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pasal 315
KUHP berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di
muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah”.

Tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum akhir-
akhir ini kerap terjadi dalam masyarakat khususnya yang dilakukan oleh
perempuan, hal ini sangat meresahkan karena dapat merusak nama baik, etika,
moral dan bahkan mental seseorang yang dihina dimuka umum. Oleh sebab itu
perlu penanganan yang khusus guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana

tersebut didalam masyarakat.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara
lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan?

2. Apa hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama
baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan?

3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana
pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh
perempuan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Sesuai dengan judul skripsi ini “Tindak pidana pencemaran nama baik
secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” maka ruang lingkup
penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana pencemaran nama baik
khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran

nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan.



2. Untuk menjelaskan hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana
pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh
perempuan.

3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya
tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang
dilakukan oleh perempuan.

. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris

yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan
(library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku,
literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu
cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati
kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan
lingkungan di tempat yang melaksanaan suatu penelitian. Untuk memecahkan
masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

a. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana
pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya.



b. Pencemaran nama baik adalah upaya menyerang nama baik dan
kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu
merasa dirugikan.

c. Lisan adalah Kkata-kata yang diucapkan dengan mulut dengan
mengeluarkan suara yang dapat didengan oleh orang lain.

d. Perempuan adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang
berjenis kelamin atau berjenis kelamin perempuan, dan dapat merujuk
kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

2. Lokasi Penelitian
Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Kantor
Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena di instansi
tersebut terdapat tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh
perempuan.
3. Populasi
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan
informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam
objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak
terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan
informasi relevan mengenai objek penelitian.®> Yang menjadi populasinya
adalah hakim pengadilan negeri banda aceh, kejaksaan negeri banda aceh,

pelaku tindak pidana, penyidik dan akademisi bagian hukum pidana.

3 Serjono Soekanto dan Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 229.



4. Cara Pengumpulan Data
1. Studi Lapangan
Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan
responen dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini
2. Studi Kepustakaan (Library research)
Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan
peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.
1. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Data sekunder
Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari
literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku,
dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang
lainnya.
b. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan
langsung (observasi) dengan responden dan informan.
2. Sumber Data
a. Responden
1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 Orang

2. Jaksa Penuntut Umum 1 Orang



3. Pelaku Tindak Pidana 2 Orang

4. Penyidik 2 Orang
b. Informan :
1. Akademisi Bagian Hukum Pidana 1 Orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperolen melaui
penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek
penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data
primer.* Penelitian kepustakaan yaitu suatu ara untuk mendapatkan data
sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perunang-
undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum an literatur
lainnya esuai dengan permasalahan penelitian.’

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data
deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan
informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu

yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

* Hadari Nawawi, Metode Penelitian Biang Sosial, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 2007, him.72.

5 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group,
Jakarta, 2014, him.133.



7. Cara Pengambilan Sampel
Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara
purpose sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa
responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.
D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika
penelitian sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah,
Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika
Pembahasan.

BAB Il Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara
Lisan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan berisi tentang
Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori
Pemidanaan.

BAB 11l merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara
Lisan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan yang berisi Faktor
Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan
Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan, Hambatan Dalam Proses
Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka

Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam



Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan
Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan

BAB IV memaparkan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

SECARA LISAN DIMUKA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN
A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit,
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-
masing memiliki arti : straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan
masyarakat.”

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau
tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau
melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan
hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut
ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya

ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan

kejadian tersebut.

L Amir llyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP
Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.
2 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta,
2005, him. 62.



Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum
pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang
masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak
tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan
sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.’

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk
mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh
karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci
menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya,
hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga
ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang
menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat
reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.*

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi
sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu
mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas

(principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

% Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, him.

170.

*1bid, him. 171.



dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu
dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak
ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach,
sarjana hukum pidana Jerman.’

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan
sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan
terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan
suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya
tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang
telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa
telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka
dengan begitu dapat dijatuni hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang
mengaturnya.’

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya,
maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan

yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di

5 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni, Bandung,
2012, him. 95.
® Kartonegara, Op Cit, him. 156



dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur

objektif. ’

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau
yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.?

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

" Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti.
Jakarta, 2010, him. 193.
% Ibid



2. Kualitas dari pelaku,

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

1) Perbuatan;

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan

3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;

2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang
dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan
pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang
perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat
perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa

macam yaitu sebagai berikut:’

® Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 9.



1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah
dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang
dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang
dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang
dilakukan dengan sengaja.

4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak
sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan
orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu
fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk
mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam
masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa

hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: °

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan;

% 1pid, him.11.



c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum
pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya
telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan
dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah
kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh
Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang
tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi
akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan
(menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.™

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata
“pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya
dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.®> Menurut Wirjono
Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: *

a. Subjek tindak pidana

b. Perbuatan dari tindak pidana

c. Hubungan sebab akibat

d. Sifat melanggar hukum

@

Kesalahan pelaku tindak pidana

1 Op Cit, him 10.

2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama;Bandung, 2014, him. 1.

" Ibid., him. 59.



f.  Kesengajaan

g. Kesengajaan yang bersifat tujuan

h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum

k. Culpa

I.  Culpa khusus

m. Kelalaian

n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

0. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu.

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Unsur-Unsurnya
Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada

dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang
bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan
dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan
akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga
menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang
dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan
atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang

telah melakukan penghinaan.**

4 Mudzakir, Op Cit, , him. 18.



Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang
menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, dalam frase
bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation
(fitnah), slander, libel, slader adalah oral defamation (fitnah secara
langsung) sedangkan libel adalah written ddefamation (fithah secara
tertulis) (Alam).*

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran
nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam
bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal
dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :'®
a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara
tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari
pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada
kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan
demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan,

melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya

1> sahrul Mauludi, Awas Hoax, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, him
17

16 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Banyumedia Publishing, Malang,
2013, him. 80.



cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif.
Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan
dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.
Kehormatan adalah situasi dimana seseorang mendapatkan suatu
penghargaan karena nilai atau potensi yang dimilikinya.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki
gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian
yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan
etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang
penyebab terjadinya kejahatan. *’

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahju Muljono, kriminologi adalah
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju
Muljono,"® membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai
kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap
perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal
(criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas
asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).*®

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang
diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai

perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat.

7 Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. him. 35.
18 i

Ibid.him. 36.
° op Cit, him. 97.



Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam
masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena
kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan
tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai
kejahatan.”

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku
di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan
mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan
karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan
kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa
korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.?*

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada
hal-hal sebagai berikut:

a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa
pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
pembuatan hukum.

b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa
sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

2 p AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia, Jakarta Timur,2014, him. 179
2L Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, 2015, him 114-117.



c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan
reaksi masyarakat.

d. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel
Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah
hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat.
Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal,
baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi
yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang
melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Dalam Kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan -permasalahan yang
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha
untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat
dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal -
hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori- teori
kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut : %

a. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari
teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi - konsepsi
umum tentang sifat - sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada
dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia

merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan

22 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
him. 95.
*Made Darma Weda, Krimonologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, him. 15.
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karenanya bertanggung jawab atas tindakan - tindakan dan dapat

dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori neo klasik
menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau
kekuatan yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan
membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian
teori - teori neo klasik menunjukkan awal mula pendekatan yang bersifat
naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran
mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib
digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang
berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia.
Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas kelakuannya. Adapun
ciri khas teori neo klasik menurut Made Darma Weda adalah sebagai
berikut : %

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas
yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi
oleh:

a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau
lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan
kehendak bebasnya.

b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan

kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal

Z1bid him.50.



yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana
untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan
pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak
pidana (residivis) yang berhubungan  dengan  kebiasaan-
kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum
dengan berat. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah
ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan -
keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab--
sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk
sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang
dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu

melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk
menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan
yang salah.

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas
yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi

oleh :



a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain
- lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan
kehendak bebasnya.

b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak,
akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh
karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk
pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan
daripada  pelaku yang  melakukan  pengulangan  tindak
pidana (residivis) yang  berhubungan  dengan  kebiasaan -
kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum

dengan berat.

Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan
lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

Perubahan  doktrin  tanggung jawab  sempurna  untuk
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian
saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang
untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang
dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu
melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara

pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk



menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan
yang salah.
a. Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini
mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 Masehi. Teori ini sering pula
disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan
distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis
maupun secara sosial. Dalam teori kartografi / geografi ini, kejahatan
merupakan perwujudan dari kondisi - kondisi sosial yang ada. Dengan
kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar
manusia itu sendiri.

b. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal
mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh
tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi
ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh
adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan
masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan
mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Tipologis



Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut
dengan teori tipologis atau biotypologis. Ke empat aliran tersebut
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi, hal mana mereka
mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan
orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang
dijelaskan di bawah ini : Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori
Mental Tester, Teori Psikiatrik, dan Teori Sosiologis.

a. Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori yang dipelopori oleh
Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan
bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born).
Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat
dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan
manusia lainnya sebagaimana proposisi yang disebutkan oleh
Lombroso yaitu : %

a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe - tipe yang
berbeda.

b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang,
hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan

terhadap rasa sakit.
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c.Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian
yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.

d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat
terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan
dan kesempatan tidak memungkinkan.

e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh

ciri - ciri tertentu.

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam
kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan juga pada
aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois
de'l imitation). Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh
Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil
penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada tanda - tanda
jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe
penjahat. Demikian pula tidak ada tanda - tanda rohaniah untuk
menjelaskan bahwa penjahat itu mempunyai suatu tipe.

Adapun Goring menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena
setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal
mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut

berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa



kejahatan kembali pada faktor psikologis sedangkan faktor lingkungan
sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang. %
. Teori Mental Tester
Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini
dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan
penjahat dan bukan pejahat. Menurut Goddard menyatakan bahwa : %
“setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang
otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya. Dengan demikian karena
hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai akibat dari
perbuatannya tersebut atau menilai dari arti hukum”. Berdasarkan
pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab
seseorang melakukan kejahatan.
Teori Psikiatrik
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat
tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi (yang berdasarkan
struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi
dan moral insanity sebagai sebab - sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini
memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap

timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini

adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang

*bid him.18.
%" Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996, him.30



jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan
jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.
Teori Sosiologis
Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang
sangat bervariasi, hal mana analisis sebab - sebab kejahatan secara
sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini
menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (crime as a
function of social environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah
bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti
kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak
berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik
seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang
tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

. Teori Lingkungan
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini,
seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar
atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar,
serta penemuan teknologi. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri
seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai
promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde

berpendapat bahwa:® “orang menjadi jahat disebabkan karena
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pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena
orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain -
lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi
dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu
timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si
penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat
meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya,
keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan
minuman keras. keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan
ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya
meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan
lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Teori Niat Kesepakatan Kesempatan

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab
terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan
oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.
Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan
dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi
satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka

mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya meskipun



ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi
kejahatan.
D. Teori Penanggulangan Kejahatan
Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan
perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga
pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh
A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya
preemtif, upaya preventif dan upaya represif.*
1. Upaya Preemtif

Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam
upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak
kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.Usaha-usaha yang
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada

kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk

2% Op Cit, him. 79.



melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai
penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya
menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak
yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama
bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang
hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan
memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya
ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik
bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan
pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak
terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga
terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan
berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan
bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan
jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan
bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah  memiliki  tanggung jawab dalam upaya
penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah

melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang



sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak
pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana
akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai
beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-
emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi
masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa
kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun
kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk
membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri,
keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu
pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan
karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan
membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.*

. Upaya Preventif

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama Kali.
Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang
dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu

kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah

% M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him.112-114.



bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan
suatu kejahatan.*

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari
upaya pre-emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan
kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik
daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan
ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum
terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan
hukum terkait dengan kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku
melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan
penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa
menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-
hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi
melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa  akan kebutuhan-kebutuhan untuk
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial
dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakusesorang ke

arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada

3L Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik
Tertentu, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, him. 42.



individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial,
sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis
maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan
yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa
kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan
sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat
dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi
mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial
merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki
peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan
hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara
meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem
keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya
masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di
lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya
dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode
abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental
spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain
sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan

bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian



kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang

saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara

memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme
peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu
pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will.
Kehendak pemerintah (pollitical will) dengan berbagai upaya perlu
didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan
kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah
human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum
serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat
kejahatan.®? Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut
adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk
penyelesaian perkara pidana.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat

cepat, tepat, murah dan sederhana.

%2 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
2013, him. 170.



4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan
terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan
penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada
mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali,
sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya
preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa
saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters
menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi
kajahatan yaitu:®
1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan
ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah
perbuatan jahat.

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu
kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan

bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan

% Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung , 2010, him. 213.



keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseoerang ke arah
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.
. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan
tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah
terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya
represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatah sesuai
dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk
memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang
akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang
tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.
Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para
pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan
masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas
dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik

maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak



untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan
efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan
kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang
Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku
mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam
atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan
perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan,
karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku
kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini
terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya
penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan
baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat
ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap
kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku
kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan
ditetapkan hukumannya oleh hakim.**

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif,
tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang
memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan

¥ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 109.



yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam
pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatmant)

dan Penghukuman (punishment).®

% Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2010, him. 139.



BAB IlI

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN

DIMUKA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

Sejauh ini terdapat kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum atas

tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang

dilakukan oleh perempuan, berikut uraian kasus yang ada :

Tabel

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan
Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan
Tahun 2018 s/d 2021

Pasal
No Nomor Perkara Tersangka Putusan
Hakim
5/Pid.C/2021/PN Pasal 315 | 1. Ayu Ningsih Bin AlmM | Pidana penjara
1. | Bna KUHP Adam selama 3 (tiga)
2.Eva Linda Bin Alm M bulan.
adam
Pasal 315 | Mindriani Putri Alias Putri | Pidana penjara
2. | 2/Pid.C/2020/PN KUHP Binti M Jamil selama 4 (
Bna empat ) bulan.
Pasal 315 | Vita Yulandari Novita Binti | Pidana penjara
3. | 4/Pid.C/2018/PN KUHP Idris Nyak Bin selama 14 (

Bna

empat belas )
hari.

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Menurut Ibu Dian Alifya selaku hakim pengadilan negeri Banda Aceh

nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau

kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat

dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga

ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu




masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks
perbuatannya. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan,
yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang
bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan
nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat
kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik
akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab
itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup
dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.*

Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah tindakan
mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui
lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian:?
1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.

2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya,

yakni :
1. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat
subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada

pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran

! bian Alifya, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tangganl 08 Agustus
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merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang
jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi
yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan
umum oleh pelaku.

3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu
hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi
kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan
bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.
Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan
dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama
baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat
digolongkan menjadi :*

1. Terhadap pribadi perorangan.

2. Terhadap kelompok atau golongan.

3. Terhadap suatu agama.

4. Terhadap orang yang sudah meninggal.

5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau

wakilnya dan pejabat perwakilan asing

% Dian Alifya, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tangganl 08 Agustus
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Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus
dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Adgar diketahui oleh umum.
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Secara Lisan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara
lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan merupakan unsur penting
yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah
pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan
terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan
membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan
suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri
ataupun dari luar diri (lingkungan).

Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pencemaan nama baik secaa lisan dimuka umum yang dilakukan oleh

perempuan :*

* Dian Alifya, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tangganl 08 Agustus
2022



1. Faktor Individu Perilaku Pelaku Yang Kurang Baik

Perilaku pelaku yang kuang baik menjadi salah satu faktor utama
menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan
dimuka umum oleh perempuan. Kepribadian pelaku yang kurang baik
menyebabkan hal-hal yang tidak baik pun kerap terjadi. Kepribadian yang
baik sangat mempengaruhi terbangunnya karakter seseorang. Karakter yang
kurang baik juuga dimiliki oleh pelaku sehingga menyebabkan terjadinya
tindak pidana tersebut.

2. Faktor Sakit Hati

Pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib
Bertempat di Mess banda Fitnes Jin. T, Nyak adam kamil Desa Neusu Kec.
Baiturrahman Banda Aceh telah terjadi tindak Pidana penghinaan terhadap
korban dengan cara pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di TKP
pelaku menyebutkan dan atau mengatakan kepada korban kata kata
ANJING KAU dan SETAN KAU, akibat kejadian tersebut korban
keberatan dan menuntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari
keterangan saksi saksi menjelaskan bahwa benar telah terjadi Tindak pidana
penghinaan yang terjadi pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekira
pukul 21.30 wib bertempat di depan mess Banda Fitnes Desa neusu jaya
kec. Baiturrahman Banda Aceh, dengan cara pada hari dan tanggal tersebut
diatas bertempat di TKP pelaku menyebutkan dan atau mengatakan kepada

korban kata kata ANJING KAU dan SETAN KAU.



Pelaku yang sakit hati dengan korban karena memiliki masalah
pribadi yang tak kunjung selesai, sehingga tak terbendung dan menghampiri
korban ditempat fitnes, lalu mengeluarkan kata kata ANJING KAU dan
SETAN KAU didepan orang-orang yang ada ditempat fitnes tersebut.

Hal ini jelas telah melanggar Pasal 315 KUHP yang menyatakan
bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja Yyang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang,
baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu
sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan
atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

. Faktor Kurangnya Keimanan dan Ketagwaan Pelaku

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki nilai islami yang
tinggi karena Aceh dikenal dengan bumi serambi mekkah yang memiliki
penduduk mayoritas islam dan dikenal dengan syariat islamnya yang begitu
kental. Faktor keimanan dan ketagwaan pelaku sangat mempengaruhi
akidah dan akhlak serta moral pelaku karena kurangnya iman membuat
pelaku melakukan tindak pidana percemaran nama baik dimuka umum.
Rendahnya tingkat keimanan pelaku dapat merugikan pelaku itu sendiri

serta pengaruh yang dibawa dalam masyarakat.



4. Faktor Balas Dendam

Pelaku sakit hati dengan korban dan masalah pribadi yang tak
kunjung usai dan ada titik teang membuat pelaku nekat menghampiri dan
mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dimuka umum. Pelaku beniat
ingin balas dendam dan mempermalukan koban didepan khalayak ramai.

Mempermalukan juga sering dijumpai dilakukan sebagai ajang balas
dendam karena tidak terima atas perlakuan seseorang kepadanya, hal
tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang alasan yang
beragam dengan maksud untuk mempermalukan. Tentunya hal ini tidak
boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Setiap
orang harus dapat menghargai dan menghormati harga diri seseorang.
Dalam kehidupan ini, terdapat akibat atas segala perbuatan yang kita
lakukan, jika kita tidak ingin mendapatkan akibat buruk maka sebaiknya
menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk.

5. Faktor Emosi Yang Tidak Stabil

Emosi yang tidak stabil adalah salah satu faktor pelaku melakukan
tindak pidana perncemaran nama baik dimuka umum. Pelaku yang kesal dan
geram kepada korban membuat emosi yang tidak terkontrrol dan membuat
pelaku kehilangan akal sehat dan terbawa emosi mengeluakan kata-kata
yang mencemarkan nama baik korban.

Pelaku yang tidak bisa menahan emosi yang telah menguasai dirinya

membuat pelaku tidak sadar bahwa telah dikuasai oleh emosi yang tidak



stabil sehingga di depan umum pelaku marah-marah kepada korban dan
sudah tidak memperdulikan lingkungan sekitar lagi.

Hakim beserta jaksa mencoba untuk mencoba untuk membuat
pelaku agar menyadari kesalahan yang dilakukan, dan meminta maaf kepada
korban, dan menuyesali semua perbuatannya. Serta meberikahan
pemahaman kepada pelaku dan korban agar sama-sama meningkatkan
ketagwaan dan membangun karakter serta kepribadian yang lebih baik agar
mencegah terjadi tindak pidana. Hakim dan Jaksa juga memproses perkara
selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman
dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datiang terpidana
memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar
tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai

ketentraman dalam masyarakat.

B. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik Secara Lisan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Berikut ini beberapa hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana

pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh

perempuan adalah sebagai berikut :°

1.

Pelaku dan Korban Sama-Sama Tidak Mau Mengalah
Pelaku dan korban sama-sama tidak mau mengalah dan ingin
menang sendiri. Pelaku yang merasa dirinya benar dan begitupun

sebaliknya. Hal ini membuat proses penyelesaian tindak pidana pencemaran
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nama baik secara lisan dimua umum sulit untuk dilakukan karena kedua
belah pihak sama sama mempertahankan argumenya masing-masing.
Pelaku dan Korban Tidak Mau Saling Memaafkan

Pelaku yang sakit hati dan korban yang tidak mau memaafkan
sehingga tidak ada titik terang antara keduanya. Korban yang terlanjur
dipermalukan dimuka umum membuat korban enggan untuk memaafkan
pelaku. Pelaku yang seharusnya menyadari dan meminta maaf karena telah
melakukan pencemaran nama baik terhadap korban. Etikat yang tidak baik
pelaku yang enggan meminta maaf dan menyadari kesalahannya membuat

korban geram dan juga tidak mau memaafkan pelaku.

C.Upaya yang Dilakukan dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum yang Dilakukan

Oleh Perempuan

Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya

tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang

dilakukan oleh perempuan adalah sebagai berikut :°

1.

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
secara lisan dimuka umum. Pencegahan tindak pidana pencemaran nama
baik tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran masyarakat. Setiap
manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan

tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan untuk menyerang
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kehormatan atau nama baik pihak lain. Kita sering mendengar ungkapan
“mulutmu harimaumu”, maka dari itu menjaga perkataan untuk tidak
mengeluakan kata-kata yang tidak baik dan menyakiti orang lain itu sangat
penting karena dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita
sendiri ataupun untuk orang lain. Percemaran nama baik secara lisan
dimuka umum bisa mempermalukan orang lain dan bahkan berdampak
mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut.
Karena ketika seseorang sudah merasa diambang batas rasa malu karena
telah dipermalukan dapat bertindak dengan tanpa memikirkan akibat jangka
panjang, Yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada
gunanya lagi dia hidup dengan keadaan yang harus dia hadapi. Sehingga
perlu disadari bersama, bahwa hal-hal seperti itu harus kita hindari dan
jangan dibiarkan berkembang begitu saja. Ketika suatu permasalahan
terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu saja dapat
mengakibatkan suatu resiko yang berdampak luar biasa, semua pihak harus
secara serius dan urgent untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena dari
sebuah percikan api, dapat timbul kebakaran yang luar biasa. Maka dari itu
hal ini perlu dihindari dengan berbagai macam cara salah satunya adalah
sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan bisa dengan dengan bebragai macam cara
seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun melalui sosial
media. Dalam sosialisasi tersebut bisa disampaikan bahaya terhadap

dampak melakukan pencemaran nama baik dan bahkan sampai dengan



sanksi hukum vyang akan dijatuhkan kepada pelakut indak
pidanapencemaran nama baik. Melalui sosial media kita dapat membuat
poster yang berisi sloganbahaya mencemaran nama baik dan dampak-
dampak yang ditimbulkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak
pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum.
2. Memperkuat Keimanan Dan Ketagwaan
Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki nilai islami yang
tinggi karena Aceh dikenal dengan bumi serambi mekkah yang memiliki
penduduk mayoritas islam dan dikenal dengan syariat islamnya yang begitu
kental. Faktor keimanan dan ketagwaan pelaku sangat mempengaruhi
akidah dan akhlak serta moral pelaku . Dengan meningkatkan keimanan
dan ketagwaan kepada sang pecipta maka dapat mempengaruhi perilaku
kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang memiliki keimanan yang baik
akan berfikir panjang ketika ingin melakukan sesuatu yang tidak baik
seperti tindak pidana perncemaran nma baik dimuka umum secara lisan.
3. Membangun Karakter dan Kepribadian yang Baik
Membangun karakter serta kepibadian yang lebih baik dapat
mencegah terjadinya tindak pidana. Menanamkan dalam diri bahwa orang
yang berperilaku baik lebih elegan dan berkelas. Kepribadian terbentuk
melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-
orang disekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep kepribadian
sangat lekat dengan konsep sosialisasi. Proses terbentuknya kepribadian

berjalan beriringan dengan proses sosialisasi yang dialami oleh individu.



Setiap individu sudah pasti memiliki ciri khas dan keunikannya
tersendiri yang membedakannya dengan individu lain karena tiap-tiap

individu mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama
baik secara lisan dimuka umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan
dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan yaitu faktor individu perilaku
pelaku yang kurang baik, faktor sakit hati, faktor kurangnya keimanan dan
ketagwaan pelaku, faktor balas dendam, faktor emosi yang tidak stabil.

2. Hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik
secara lisan dimuka umum yang dilakukan oleh perempuan yaitu pelaku dan
korban sama-sama tidak mau mengalah, pelaku dan korban tidak mau saling
memaafkan.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh
Perempuan vyaitu Sosialisasi, memperkuat keimanan dan ketaqwaan,
membangun karakter dan kepribadian yang baik.

B. Saran

1. Disarankan kepada pelaku agar menyadari kesalahan yang dilakukan, dan
meminta maaf kepada korban, dan menuyesali semua perbuatannya.

2. Disarankan kepada pelaku dan korban agar sama-sama meningkatkan
ketagwaan dan membangun karakter serta kepribadian yang lebih baik agar

mencegah terjadi tindak pidana.



3. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa agar dalam memproses suatu perkara
diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan
hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datiang terpidana
memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar
tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai

ketentraman dalam masyarakat.
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